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Abstrak 

 
Implementasi tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) 
SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat 
merupakan satu langkah penting untuk memastikan bahwa proses pengelolaan pelayanan 
pegawai pendidikan berjalan efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Penelitian ini telah diakukan pada bulan januari hingga bulan agustus 2023. 
Berlokasi di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, yang beralamat di Jl. 
KK. Singawinata No. 57 Kabupaten Purwakarta.. Metode penelitian yang akan digunakan 
adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif sedangkan 
teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil 
penelitian ini bahwa (1) Adanya Guru Pendidikan Agama Islam SMA Kabupaten Karawang di 
Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat merupakan alih kelola peraturan 
pemerintah daerah, yang kewenangannya berada pada Dinas Pendidikan Jawa Barat. (2) 
Guru Pendidikan Agama Islam berada pada dua naungan yaitu Departemen Agama dan 
Departemen Pendidikan. sistem informasi yang digunakan oleh Dinas Pendidikan berupa 
TRK, Kmob, Siap Jabar dan Siaga Pendis. (3) Tunjangan yang didapatkan berada pada dua 
naungan juga yaitu Departemen Agama dan Departemen Pendidikan, tunjangan yang 
diberikan oleh Dinas Pendidikan berupa gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tambahan 
penghasilan pegawai, sedangkan tunjangan yang diberikan oleh Kemetrian Agama berupa 
tunjangan sertifikasi.  (4) Dari segi evaluasi terdapat keluhan dan saran, disimpulkan bahwa 
beberapa Guru Pendidikan Agama Islam mengatakan cukup optimal terkait pelayanan 
kepegawaian, yaitu GPAI SMAN 2 Karawang, GPAI SMAN 3 Karawang dan GPAI SMAN 5 
Karawang. Sedangkan mereka yang menyatakan belum optimal terhadap pelayanan 
kepegawaian adalah GPAI SMAN 1 Telukjambe dan GPAI SMAN 4 Karawang.  
 
Kata kunci: Pelayanan Kepegawaian, Guru Pendidikan Agama Islam, Dinas Pendidikan 
 

Abstract 
 

The implementation of personnel service governance for Islamic Religious Education 
Teachers (GPAI) SMA Karawang District at the West Java Region IV Education Office 
Branch Office is an important step to ensure that the process of managing education 
employee services runs effectively, efficiently, transparently, and in accordance with 
applicable regulations . This research was carried out from January to August 2023. It is 
located at the West Java Region IV Education Office Branch Office, which is located at Jl. 
KK. Singawinata No. 57 Purwakarta Regency. The research method to be used is qualitative 
research with a qualitative descriptive approach while data collection techniques are in-depth 
interviews, observation, and documentation. The results of this study are that (1) The 
presence of Islamic Religious Education Teachers for High Schools in Karawang Regency in 
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the West Java Region IV Education Office Branch is a transfer of management of local 
government regulations, whose authority lies with the West Java Education Office. (2) 
Islamic Religious Education teachers are under two auspices, namely the Ministry of Religion 
and the Ministry of Education. the information system used by the Education Office is in the 
form of TRK, Kmob, Ready West Java and Siaga Pendis. (3) The benefits received are also 
under two auspices, namely the Ministry of Religion and the Ministry of Education. The 
allowances provided by the Education Office are in the form of basic salary, functional 
allowances, and additional employee income, while the allowances provided by the Ministry 
of Religion are in the form of certification allowances. (4) In terms of evaluation, there were 
complaints and suggestions. It was concluded that several Islamic Religious Education 
teachers said that they were quite optimal in terms of staffing services, namely GPAI SMAN 
2 Karawang, GPAI SMAN 3 Karawang and GPAI SMAN 5 Karawang. Meanwhile, those who 
stated that their staffing services were not optimal were GPAI SMAN 1 Telukjambe and GPAI 
SMAN 4 Karawang. 
 
Keywords: Personnel Services, Islamic Religious Education Teachers, Education Office 
 
PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang tertata hukumnya, setiap warga negara wajib 
mematuhi peraturan yang berlaku. Bila dikaitkan dengan permasalahan pelayanan publik 
maupun non publik di negara Indonesia dalam hal pelayanan masih menjadi masalah dalam 
birokrasi di Indonesia, karena dari beberapa faktor itu sendiri yang menyebabkan pelayanan 
belum menjadi acuan untuk menampung dan melaksanakan aspirasi dari para pelapor 
terhadap pelayanan. 

Dalam perihal pelayanan, terdapat juga pelayanan yang dikhususkan untuk bidang 
kepegawaian. Pelayanan kepegawaian ini sebagai tahap dari serangkaian proses dan 
layanan yang diberikan oleh instansi atau organisasi kepada para pegawai untuk memenuhi 
kebutuhan administrasi, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia di 
lingkungan kerja. Pelayanan kepegawaian juga merupakan sebagai tempat keluh kesah dan 
masukan pegawai kepada tempat pelayanan yang dituju. 

Dalam pelaksanaan pelayanan kepegawaian, terdapat pelayanan administrasi, unit 
yang mengurusi terkait pegawai di lembaga pendidikan. Beberapa komponen permasalahan 
penilaian ini terdiri dari komponen penyusunan formasi pegawai, penilaian kinerja, tata cara 
penjatuhan hukuman disiplin, mutasi pegawai, pelayanan administrasi kepegawaian, dan 
pengelolaan sistem informasi kepegawaian.  

Seperti para tenaga pendidik dari berbagai lembaga pendidikan, salah satunya yaitu 
Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI), diketahui guru agama yang diangkat oleh 
Departemen Agama merupakan guru yang mengajar di madrasah dan guru yang mengajar 
di sekolah umum berada di bawah manajemen Kementrian Pendidikan Nasional, tetapi 
dalam pembinaan profesionalisme dan kompetensinya dilakukan oleh Kementrian Agama. 
Masalah ini muncul ketika urusan pendidikan di desentralisasikan ke daerah kabupaten/ 
kota, maka pengelolaan pun diserahkan kepada pihak pemerintah kabupaten/ kota walaupun 
secara sentralistik dikelola oleh Kementrian Agama. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti akan meneliti terkait tata kelola 
pelayanan kepegawaian untuk Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di Dinas Pendidikan, 
melalui skripsi ini yang berjudul “Implementasi Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian Bagi 
Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas 
Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat”. 
 
METODE 

Penelitian ini telah diakukan pada bulan januari hingga bulan agustus 2023. Berlokasi 
di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, yang beralamat di Jl. KK. 
Singawinata No. 57 Kabupaten Purwakarta. Metode penelitian yang akan digunakan adalah 
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bersifat kuanlitatif. Jenis data 
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kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, 
yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif 
adalah data non numerik atau angka. Data ini biasanya berisi analisa kondisi saat ini pada 
organisasi sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan. Sedangkan 
sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata kata dan tindakan, selebihnya 
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian 
ini adalah informan, tempat dan peistiwa dan dokumen.  

Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan pada penelitian ini adalah 
memakai triangulasi yang dimana menggunakan observasi, wawancara dan review dokumen 
(dokumentasi). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif deskriptif dengan beberapa langkah yaitu Data Collection (Pengumpulan 
Data), Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion 
Drawing / Verification (Kesimpulan). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada hasil penelitian ini terdapat hasil analisis data berdasarkan paparan dan deskripsi 
hasil penelitian yang sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya 
terkait “ Implementasi Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian Bagi Guru Pendidikan Agama 
Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV 
Jawa Barat.” Melalui hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah 
didapatkan.  
Adapun beberapa hasil analisisi data yang sesuai dengan indikator-indikator yang telah 
ditentukan sebelumnya terkait “ Implementasi Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian Bagi 
Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas 
Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat.” ialah sebagai berikut: 
 
Perencanaan Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam 
(GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV 
Jawa Barat. 
 Kegiatan perencanaan merupakan proses awal dan arahan awal dari suatu kegiatan 
tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA 
Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat sehingga 
pada akhirnya dapat mengetahui alasan dari terlaksananya tata kelola ini bisa mencapai 
suatu tujuan. 
 Hal serupa juga dikemukakan oleh Siswanto perencanaan tersebut merupakan 
proses dasar dari terbentuknya suatu tujuan dan alasan atas keberadaan Guru Pendidikan 
Agama Islam pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, dilihat dari 
faktor dan persyaratan yang sudah diketahui maka hal tersebut masuk dalam kategori 
perencanaan dengan mengetahui alasannya, ketika sudah diketahui alasannya mengapa hal 
tersebut bisa terjadi maka dapat dilanjuti dengan fungsi manajemen selanjutnya. 
 Dari hasil temuan dalam penelitian mengenai implementasi tata kelola pelayanan 
kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di 
Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, dikatakan bahwa perencanaan 
yang terbentuk sesuai dengan arahan dari pusat yaitu pemerintah, bahwa adanya Guru 
Pendidikan Agama Islam SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan 
Wilayah IV Jawa Barat merupakan alih kelola peraturan pemerintah daerah yang tercantum 
pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yaitu lembaga pendidikan SMA, SMK dan SLB 
ditarik ke provinsi, jadi kewenangannya berada pada Dinas Pendidikan Jawa Barat. Secara 
otomatis lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kewenangannya 
berada pada Dinas Pendidikan Jawa Barat.  
 Bagian perencanaan lain dari tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru 
Pendidikan Agama Islam yang berstatus ataupun bersyarat bisa berada di bawah Kantor 
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat ini, adalah karena Guru Pendidikan 
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Agama Islam (GPAI) berada pada 2 naungan yaitu Kemenag dan Kemendikbud, terkhusus 
yang berada di dinas Pendidikan mereka adalah pegawai daerah/PNS atauapun Non PNS 
yang mengajar di jenjang SMA pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam memenuhi 
kualifikasi pendidikan yang sesuai, walaupun berada pada dinas pendidikan terkait masalah 
pengurusan sertifikasi tetap berada pada Kemenag. Dan juga mereka semua para Guru 
Pendidikan Agama Islam tetap berada dalam naungan dinas provinsi sesuai peraturan 
provinsi yang diterbitkan pada tahun 2016. 
 
Pengorganisasian Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama 
Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 
IV Jawa Barat. 
 Pengorganisasian merupakan kelengkapan dari sebuah perencanan, di mana di 
dalam pengorganisasian ini dibentuk dan dibagi tiap tenaga pendidik maupun tenaga 
kependidikan dalam bekerja sesuai pada bidangnya masing-masing, seperti menjalankan 
peran nya masing-masing dalam dunia pendidikan. Di dalam penelitian ini, peneliti 
mengkolaburasikan fungsi manajemen pengorganisasian dengan tata kelola pelayanan 
kepegawaian terkait sistem informasi yang digunakan untuk Guru Pendidikan Agama Islam 
(GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa 
Barat.  
 Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi untuk Guru Pendidikan Agama Islam ini 
sedikit berbeda dengan guru lainnya, adanya perbedaan dari layanan sistem informasi yang 
digunakan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat ini, diketahui 
perbedaannya dimana sistem informasi untuk Guru Pendidikan Agama Islam berada pada 
dua naungan yaitu Kemenag dan Kemendikbud, untuk Kemenag memakai aplikasi Siaga 
sebagai absensi, pengelolaan sertifikasi dan informasi kegiatan lainnya, untuk Dinas 
Pendidikan sendiri menggunakan beberapa aplikasi yang sangat mumpuni dalam 
menunjang sistem tata kelola yang baik dan terintegrasi, yaitu dengan menggunakan aplikasi 
TRK, Kmob, dan Siap Jabar untuk Dinas Pendidikan.  
 Untuk aplikasi pertama, yaitu TRK (Tunjangan Remunerisasi Kinerja).  
dan selanjutnya untuk aplikasi kedua, yaitu aplikasi Kmob. (aplikasi absensi berbasis 
Android pegawai ASN) serta aplikasi ketiga, yaitu aplikasi Siap Jabar (Aplikasi pengelolaan 
data seluruh kepegawaian terkait administrasi, absensi, sertifikasi, penggajian, pangkat, 
keluarga dan tugas tiap divisi pegawai) Adapun aplikasi yang dipakai oleh Kementrian 
Agama untuk Guru Pendidikan Agama Islam di Dinas Pendidikan, yaitu aplikasi Siaga 
Pendis (Aplikasi pendataan untuk Guru Pendidikan Agama Islam yang memfasilitasi terkait 
absensi, pengelolaan sertifikasi, jika sudah mendapatkan sertifikasi maka dapat pula 
tunjangan sertifikasi dari pihak Kemenag)  
 
Pelaksanaan Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam 
(GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV 
Jawa Barat.  
 Pelaksanaan tata kelola pelayanan kepegawaian yang merupakan upaya sistematis 
dalam suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang meliputi hasil dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau evaluasi yang telah terlaksana.Dalam 
pelaksanaannya, tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam 
melalui beberapa sistem informasi aplikasi sudah terlaksana dengan baik terkait layanan 
hasil data kepegawaian yang mencakup kenaikan gaji berkala, tunjangan tenaga pendidik, 
tunjangan pensiun serta cuti dan lain sebagainya. 
 Dari hasil wawancara dalam mengelola tunjangan kepegawaian bagi Guru 
Pendidikan Agama Islam SMA Kabupaten Karawang yaitu cukup sama rata akan tetapi 
dalam pendapatan berupa nominalnya dapat berbeda sesuai kriteria tenaga pendidik 
masing-masing. Adapun untuk tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan 
Agama Islam SMA Kabupaten Karawang dilihat dari sertifikasi kompetensi mengajar yang 
dikeluarkan oleh Kementrian Agama, sehingga ketika mengajar Guru Pendidikan Agama 
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Islam diperbolehkan mengajar pada SMA, SMK dan SLB, karenanya jenjang tersebut berada 
pada provinsi maka semua tenaga pendidik yang mengajar di SMA, SMK dan SLB berada 
pada Dinas Pendidikan Jawa Barat. 
 Kemudian terkait tunjangan Guru Pendidikan Agama Islam ini terdapat pada SIMTUN 
(Sistem Tunjangan), untuk tunjangan bagi Guru Pendidikan Agama Islam sedikit berbeda 
dikarenakan sertifikasi di peroleh dari Kementrian Agama maka untuk tunjangan sertifikasi 
didapatkan dari Kementrian Agama juga, sedangkan tunjangan dari pihak Dinas Pendidikan 
bagi para Guru Pendidikan Agama Islam, tenaga pendidik akan mendapatkan hak 
pendapatan berupa gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tambahan penghasilan pegawai 
(TPP), untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) tersebut dilihat secara 
penilaian kinerja, yang nantinya mendapatkan tambahan dengan nominal yang berbeda-
beda.  
 Dan untuk Guru Pendidikan Agama Islam yang berstatus guru honorer, mereka pun 
mendapatkan tunjangan juga berupa gaji insentif tiap bulannya yang akan diterima.Sehingga 
dari segi pelaksanaan ini terciptanya pelaksanaan tata kelola pelayanan kepegawaian bagi 
Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas 
Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat yang transparansi dan akuntabilitas.  
 
Pengawasan Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam 
(GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV 
Jawa Barat. 
 Dalam pengawasan tata kelola yang meliputi upaya monitoring berkala yang 
dilakukan dari sudut pandang pihak pelayanan kepegawaian di Kantor Cabang Dinas 
Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat terhadap Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan juga 
sebaliknya dari sudut pandang Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) terhadap pelayanan 
kepegawaian di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat dalam 
melaksanakan tata kelola pelayanan kepegawaian sehingga dapat memberikan hasil yang 
diharapkan.  
 Dari sudut pandang pihak pelayanan kepegawaian di Kantor Cabang Dinas 
Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat terhadap Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) ada 
beberapa hambatan, hal tersebut untuk selalu menghimbau para pegawai tenaga pendidik 
untuk selalu tertib data terkait kelengkapan data pegawai. Pada proses pengawasan tata 
kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten 
Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat secara berkala yang 
dilakukan tentunya, ditemukan beberapa hambatan. Hambatan tersebut ialah tidak 
lengkapnya data, hal tersebut seringkali terjadi untuk sistem informasi aplikasi berbasis data, 
maka solusi daripada itu diharapkan untuk para pegawai agar selalu tertib data, untuk 
melengkapi kelengkapan berkas administrasi kepegawaian bagi para tenaga pendidik. 
 Sedangkan dari sudut pandang Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) terhadap 
pelayanan kepegawaian di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, ada 
beberapa keluhan yang didapati diantaranya, lebih memberikan pelayanan dan 
kesejahteraan bagi Guru Pendidikan Agama Islam, belum optimalnya data sehingga masih 
banyak data yang tidak sesuai kebutuhan, dan administrasi yang cukup rumit karena ada 
pada dua pertanggung jawaban seperti asbensi kepada Kemenag dan Dinas Pendidikan.  
 Banyaknya saran dari pihak Guru Pendidikan Agama Islam terhadap pelayanan 
kepegawaian di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, diantaranya (1) 
Untuk lebih baik pelayanan nya dan kesejahteraan karena banyak Guru Pendidikan Agama 
Islam yang belum menjadi ASN. (2) Memberikan kesempatan untuk para Guru Pendidikan 
Agama Islam untuk ikut serta dalam sertifikasi (3) Memberikan ruang aspirasi untuk 
menyampaikan keluhan yang berhubungan dengan kondisi dilapangan dan juga. (4) 
Melakukan pendataan ulang kebutuhan Guru Pendidikan Agama Islam agar sesuai dengan 
sekolah di sekitar wilayah IV Jawa Barat. (5) Terkait sertifikasi Guru Pendidikan Agama 
Islam yang berada pada Dinas Pendidikan di sarankan agar sertifikasi oleh Dinas Pendidikan 
saja supaya lebih praktis karena cukup rumit untuk mengurusinya. 
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 Dilihat dari beberapa keluhan dan saran yang disampaikan oleh para Guru 
Pendidikan Agama Islam, bisa diketahui beberapa dari Guru Pendidikan Agama Islam dapat 
memberikan pernyataan terkait sudah cukup optimal dan belum optimal, mereka yang 
menyatakan sudah cukup optimal merupakan (1) Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 2 
Karawang. (2) Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 3 Karawang. (3) Guru Pendidikan 
Agama Islam SMAN 5 Karawang. Sedangkan mereka yang menyatakan belum optimal 
merupakan (1) Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 1 Telukjambe. (2) Guru Pendidikan 
Agama Islam SMAN 4 Karawang. 
 Demkian fungsi manajemen pengawasan tata kelola pelayanan kepegawaian bagi 
Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas 
Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui proses 
audit kepegawaian yaitu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti tersebut yang 
dilakukan oleh auditor kepegawaian yang kompeten untuk mengetahui apakah dalam 
melaksanakan kebijakan peraturan perundang-undang di bidang pelayanan kepegawaian 
bagi Guru Pendidikan Agama Islam sudah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang 
telah di tetapkan. 
 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan terkait dengan 
Implementasi Tata Kelola Pelayanan Kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam 
(GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa 
Barat. Adapun kesimpulannya sebagai berikut: 
1. Perencanaan tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam 

(GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa 
Barat, lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kewenangannya 
berada pada Dinas Pendidikan Jawa Barat. Terkhusus untuk Guru Pendidikan Agama 
Islam (GPAI) berada pada 2 naungan yaitu Kemenag dan Kemendikbud. Untuk Guru 
Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang berada pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan 
Wilayah IV Jawa Barat, mereka adalah pegawai daerah/PNS ataupun Non PNS yang 
mengajar di jenjang SMA pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam memenuhi 
kualifikasi pendidikan yang sesuai, walaupun berada pada dinas pendidikan terkait 
masalah pengurusan sertifikasi tetap berada pada Kemenag. 

2. Pengorganisasian tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam 
(GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa 
Barat, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi memiliki perbedaan yaitu sistem 
informasi untuk Guru Pendidikan Agama Islam berada pada dua naungan yaitu Kemenag 
dan Kemendikbud, untuk Kemenag memakai aplikasi Siaga sebagai absensi, pengelolaan 
sertifikasi dan informasi kegiatan lainnya, untuk Dinas Pendidikan sendiri menggunakan 
beberapa aplikasi yang sangat mumpuni dalam menunjang sistem tata kelola yang baik 
dan terintegrasi, yaitu dengan menggunakan aplikasi TRK, Kmob, dan Siap Jabar untuk 
Dinas Pendidikan. 

3. Pelaksanaan tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam 
(GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa 
Barat, terakit tunjangan Guru Pendidikan Agama Islam ini terdapat pada SIMTUN (Sistem 
Tunjangan), untuk tunjangan bagi Guru Pendidikan Agama Islam sedikit berbeda 
dikarenakan sertifikasi di peroleh dari Kementrian Agama. Sedangkan tunjangan dari 
pihak Dinas Pendidikan bagi para Guru Pendidikan Agama Islam, tenaga pendidik akan 
mendapatkan hak pendapatan berupa gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tambahan 
penghasilan pegawai (TPP) dengan nominal yang berbeda-beda. Dan untuk Guru 
Pendidikan Agama Islam yang berstatus guru honorer, mereka pun mendapatkan 
tunjangan juga berupa gaji insentif tiap bulannya yang akan diterima. 

4. Pengawasan tata kelola pelayanan kepegawaian bagi Guru Pendidikan Agama Islam 
(GPAI) SMA Kabupaten Karawang di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa 
Barat, pada proses pengawasan tata kelola pelayanan kepegawaian terdapat beberapa 
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saran, yaitu: (1) Untuk lebih baik pelayanan nya dan kesejahteraan karena banyak Guru 
Pendidikan Agama Islam yang belum menjadi ASN. (2) Memberikan kesempatan untuk 
para Guru Pendidikan Agama Islam untuk ikut serta dalam sertifikasi (3) Memberikan 
ruang aspirasi untuk menyampaikan keluhan yang berhubungan dengan kondisi 
dilapangan dan juga. (4) Melakukan pendataan ulang kebutuhan Guru Pendidikan Agama 
Islam agar sesuai dengan sekolah di sekitar wilayah IV Jawa Barat. (5) Terkait sertifikasi 
Guru Pendidikan Agama Islam yang berada pada Dinas Pendidikan di sarankan agar 
sertifikasi oleh Dinas Pendidikan saja supaya lebih praktis karena cukup rumit untuk 
mengurusinya.  
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